
 

 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR  7  TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2018 

TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA 
DI PROVINSI BALI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik terpadu 

yang cepat, pasti, dan murah perlu dibangun sistem lalu 
lintas dan angkutan jalan yang mendukung pembangunan 

ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
serta peningkatan pelayanan publik; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita 
di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 112 Tahun 2018 tentang Tarif Penumpang Angkutan 
Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  
  

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang                 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023                 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6871); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri    Nomor 120  Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Bersifat Volatif Atas Layanan Angkutan Perkotaan 
dengan Skema Pembelian Layanan Buy The Service yang 

Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 385); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 
 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 112 Tahun 2018 tentang  

Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita di 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 

Nomor 112); 
 

 

 
 



 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG 
TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA DI 

PROVINSI BALI. 
 

Pasal I 

 
Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 112 Tahun 2018 

tentang  Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita             
di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018  

Nomor 112), diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 

 Ditetapkan di Denpasar 
 pada tanggal 6 Mei 2024 
 

Pj. GUBERNUR BALI, 
 

                ttd 
   

  S. M. MAHENDRA JAYA 
 
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 6 Mei 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
                           ttd 
 

               DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 7 
 

 
 
  

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,  

 
 
 

 
Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 

NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG TARIF 
PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS 

SARBAGITA DI PROVINSI BALI 
 
 

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA                                       
DI PROVINSI BALI 

 

Tarif 

Umum 
(Rp.) 

Pelajar/Mahasiswa 
(Rp.) 

Difabel/Disabilitas dan Lansia >60 th 
(Rp) 

4.400,00 2.000,00 2.000,00 

 
 

Pj. GUBERNUR BALI, 
 

                  ttd 
 
    S. M. MAHENDRA JAYA 
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